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Hari Noor Yasin, S351402011, 2016, Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate 
Veil didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 
Terbatas Terhadap Tanggungjawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan 
Perseroan Terbatas. 
Tesis : Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Doktrin Piercing The Corporate Veil 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan 
untuk menganalisis tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan 
Perseroan Terbatas dikaitkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 
K/Pdt/2012 dan Nomor 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013. 
Penilitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis dan 
pendekatan konseptual. Sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan 
adalah data hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan 
hukum adalah studi kepustakaan (Library research). Teknik analisis bahan hukum 
adalah analisis kualitatif dan hasil analisa bahan hukum akan diinterprestasikan 
menggunakan metode interprestasi sistematis dan interperstasi gramatikal. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Doktrin Piercing The Corporate Veil diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu 
Keberadaan doktrin piercing the corporate veil telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibuktikan dalam Pasal 3 ayat (2), 
tujuan diaturnya piercing the corporate veil adalah memberi perlindungan 
pemeganggang saham minoritas dan perlindungan kepada kreditur, karena dengan 
diaturnya perihal doktrin Piercing The Corporate Veil memberikan kepastian hukum 
bagi organ perseroan terbatas untuk menjalankan perseroan terbatas dan memberikan 
kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam perseroan terbatas. 
Tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas 
adalah Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun tanggung 
renteng atas tindakannya yang menyebabkan kerugian pada Perseroan Terbatas. 






Hari Noor Yasin, S351402011, 2016, The Existence of Piercing The Corporate Veil 
Doctrine in Law Number 40 in 2007 about Limited Incorporation on Board of 
Directors’ Responsibility for the Bankruptcy of Limited Incorporation.  
Thesis: Notary Master Program of Surakarta Sebelas Maret University 
 
This research aimed to analyze the Piercing The Corporate Veil Doctrine in Law 
Number 40 in 2007 about Limited Incorporation and to analyze the Board of 
Directors’ Responsibility in Limited Corporation according to Law Number 40 in 
2007 about Limited Incorporation for the bankruptcy of Limited Incorporation related 
to Supreme Court’s Verdict Number 1311 K/Pdt/2012 and Number 514 K/PDT.SUS-
PAILIT/2013. 
This study was a normative law research using historical and conceptual approaches. 
This study was descriptive analytical in nature. The type of data used was secondary 
one. The law material source used included primary, secondary and tertiary law 
materials. Technique of collecting data used was library research. Technique of 
analyzing law material was qualitative one and the result of law material analysis 
would be interpreted using systematical and grammatical interpretation methods. 
The result of research on the Piercing The Corporate Veil Doctrine governed in Law 
Number 40 in 2007 about Limited Incorporation showed that the existence of Piercing 
The Corporate Veil Doctrine had been governed in Law Number 40 in 2007 about 
Limited Incorporation as could be seen in Article 3 clause (2), aiming to give 
protection to minority shareholder and creditor, because the regulation of Piercing 
The Corporate Veil Doctrine provided law certainty to limited incorporation organ to 
operate its business and to the third party cooperating with it. 
The Board of Directors’ responsibility, according to Law Number 40 in 2007 about 
Limited Incorporation, for the bankruptcy of limited incorporation was that it was 
asked to be accountable personally or collectively for their action resulting in the 
Limited Incorporation’s loss. 
Keywords: Existence, Piercing The Corporate Veil Doctrine, Board of Directors’ 
responsibility. 
